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ABSTRACT
The annual report, which is internationally recognized as an important tool for accountability and for delivering good
information, has only been prepared by a few Ministries / State Institutions (MS/I) in Indonesia. This results in a lack of
transparency and a lack of community participation. This study uses an institutional theory approach. It aims to analyze the
differences in MS/I motivation in the preparation and publication of annual reports and formulate efforts to increase that
motivation. This research is a case study research by exploring the phenomena that occur in the preparation of MS/I annual
reports and institutional factors that become the background. Data collection was carried out by distributing open-ended
question questionnaires to Data and Information Management Officers from 86 MS/I. Respondents' answers were analyzed
using content analysis techniques, thematic analysis, and constant comparative analysis. The results showed that the dominant
logic is symbolic carriers at the national level, that is the logic that the preparation of annual reports is an "obligation" to
implement the Act. Material carriers affect only the routines factor while relational systems and artifacts are not found to be
constrained. Normative isomorphism occurs in all MS/I that are respondents of the study, while coercive isomorphism and
mimetic isomorphism occur in 60% of MS/I. To encourage motivation for the preparation of annual reports, the government
must prepare a clear regulation, standardized guidelines, internal SOPs, and implement annual report awards.
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ABSTRAKLaporan tahunan yang dikenal oleh dunia internasional sebagai alat akuntabilitas dan sarana penyampaian informasi yangbaik, hanya disusun oleh sedikit Kementerian/Lembaga Negara (K/L) di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kurangnyatransparansi dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan institutional theory danbertujuan untuk menganalisis perbedaan motivasi K/L dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan dan merumuskanupaya untuk meningkatkan motivasi tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian case study dengan menggali fenomena yangterjadi dalam penyusunan laporan tahunan K/L dan faktor-faktor institusional yang menjadi latar belakangnya.Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner open-ended question kepada Pejabat Pengelola Data danInformasi dari 86 K/L. Jawaban dari responden kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik content analysis, thematic
analysis, dan constant comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa logika dominan adalah symbolic carriersdi tingkat nasional yaitu adanya pandangan bahwa penyusunan laporan tahunan adalah suatu “kewajiban” untukmelaksanakan Undang-Undang. Material carriers yang berpengaruh hanya dari faktor routines sementara relational systemsdan artifacts tidak ditemukan kendala. Normative isomorphism terjadi di seluruh K/L yang menjadi responden penelitian,sedangkan coercive isomorphism dan mimetic isomorphism terjadi di 60% K/L. Untuk mendorong motivasi penyusunanlaporan tahunan, pemerintah harus mempersiapkan payung hukum, pedoman terstandard, SOP internal, danmelaksanakan ajang penghargaan laporan tahunan.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangTata kelola pemerintahan yang tidak baik(poor governance) merupakan penyebab utamaburuknya kinerja ekonomi berbagai negara di masalalu (The World Bank, 1989). Hal ini terjadi karenapemerintah gagal dalam menjalankan perannyauntuk menyediakan public goods, menetapkanregulasi yang tepat untuk mewujudkan pasar yangefisien dan memperbaiki kegagalan pasar. Olehsebab itu, pemerintah perlu menerapkan good
governance yaitu tata kelola pemerintahan yangbaik yang didukung dengan adanya sistemakuntabilitas, informasi yang memadai dan dapatdiandalkan, dan efisiensi dalam pengelolaansumber daya dan penyelenggaraan pelayananpublik (The World Bank, 1992).Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomidan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,sebuah negara membutuhkan sinergi yang baik diantara ketiga pilar good governance yang meliputipemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintahberperan penting dalam membuat kebijakan,mengawasi dan menjaga kestabilan dankesinambungan ekonomi. Swasta berperan sebagaipenggerak aktivitas ekonomi dan penciptaanlapangan kerja. Sedangkan masyarakatberpartisipasi dalam aktivitas ekonomi danpengambilan kebijakan pemerintah denganmenjalankan peran masing-masing baik secaraindividu maupun kelompok (UNDP, 1997).Sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta,dan masyarakat dalam perumusan kebijakan publikmerupakan elemen inti dari good governance.Melalui sinergi, pemerintah akan mendapatkaninput berupa informasi yang lebih luas, gagasan-gagasan yang relevan dan dukungan sumber dayadalam merumuskan suatu kebijakan. Dengandemikian, kebijakan yang dihasilkan merupakankebijakan yang menjadi konsensus antarapemerintah, swasta dan masyarakat sehinggamampu menghasilkan output, outcome dan benefityang memenuhi harapan stakeholder (OECD, 2002).Partisipasi masyarakat dapat dilakukandengan baik apabila masyarakat memiliki aksesyang mudah terhadap informasi yang relevan,andal, lengkap dan objektif. Oleh sebab itu,transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunciuntuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalampengambilan keputusan (OECD, 2002).Pemerintah Indonesia telah berupaya untukmendorong terwujudnya transparansi (open

government) dengan menerbitkan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut,ditegaskan bahwa setiap orang pada dasarnyaberhak memperoleh informasi publik sesuai denganketentuan Undang-Undang. Setiap badan publikdiwajibkan untuk memenuhi permintaan informasipublik selama informasi yang diminta bukanmerupakan informasi yang dapat membahayakannegara, informasi yang berkaitan dengankepentingan perlindungan usaha dan informasisensitif lainnya. Badan Publik adalah lembagaeksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yangsebagian atau seluruh dananya bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),sumbangan masyarakat, atau hibah luar negeri.Dalam Undang-Undang tersebut badan publik wajibmenyediakan dan menerbitkan informasi publikyang berada di bawah kewenangannya secaraakurat, benar, dan tidak menyesatkan. Informasiyang disediakan terdiri dari informasi yang wajibdisediakan secara berkala seperti laporan keuangandan laporan kinerja, informasi yang wajibdisediakan secara serta merta yang biasanyaberkaitan dengan hajat hidup orang banyak daninformasi yang wajib tersedia setiap saat sepertistruktur, profil, tugas dan fungsi organisasi.Umumnya, setiap Kementerian/Lembaga akanmenyediakan informasi-informasi tersebut dalam
website resminya masing-masing (PemerintahRepublik Indonesia, 2008).Namun demikian, dari hasil Monitoring danEvaluasi Keterbukaan Informasi Badan PublikTahun 2018 yang dilakukan oleh PemerintahIndonesia, dari 460 badan publik yang masukkedalam sampel evaluasi, hanya 15 (3,26%) badanpublik yang mendapatkan kategori penilaian“informatif”, 36 (7,83%) badan publik “menujuinformatif”, 53 (11,52%) badan publik “cukupinformatif”, 53 (11,52%) badan publik “kuranginformatif” dan 303 (65,87%) badan publik “tidakinformatif” (Komisi Informasi Pusat RI, 2018).Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitasdari badan publik ini dapat mempengaruhi tingkatpartisipasi masyarakat dalam pengambilankeputusan pemerintah. Hal ini selaras dengan dataIndeks Demokrasi Indonesia yang dilansir olehBadan Pusat Statistik (BPS) dimana variabelPartisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusandan Pengawasan Pemerintahan tahun 2018 yanghanya mendapatkan nilai 54,28, turun 1,88 poin jikadibandingkan dengan capaian tahun 2017 dengannilai 56,16. Nilai tersebut termasuk dalam kategori“buruk” karena untuk masuk dalam kategori
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307“sedang”, nilai minimal yang dibutuhkan adalah 60dan untuk masuk dalam kategori “baik” nilaiminimal yang dibutuhkan adalah 80 (Badan PusatStatistik, 2019).Pemerintah Indonesia telah merintisperbaikan tata kelola pemerintahan sejak tahun2008, di mana saat itu terjadi krisis moneter danmasyarakat menuntut adanya reformasi sistemdemokrasi dan pemerintahan yang bersih darikorupsi, kolusi, dan nepotisme (Maksudi, 2017).Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesiamembentuk Komite Nasional Kebijakan Governance(KNKG) sebagai salah satu implementasi Letter of

Intent IMF (KNKG, 2019). KNKG berhasil menyusunPedoman Umum Good Corporate Governance (GCG)Indonesia pada tahun 1999 yang kemudiandisempurnakan pada tahun 2006. Pedoman UmumGCG diharapkan dapat menjadi rujukan bagi duniausaha dalam menerapkan GCG perusahaankhususnya terkait interaksi di antara direksi,komisaris, internal perusahaan, pemegang saham,dan stakeholder lainnya (KNKG, 2006).Sejak diterbitkannya Pedoman Umum GCGtersebut, good corporate governance di dunia usahadirasakan mengalami peningkatan. Namun hal inibelum cukup, karena perbaikan good governance disektor publik juga sangat penting dilakukan untukmeningkatkan daya saing Indonesia. Oleh sebab itu,pada tahun 2008, KNKG menerbitkan Pedoman

Umum Good Public Governance (GPG) Indonesiaatau yang lebih lanjut disebut dengan PedomanUmum GPG Indonesia. Pedoman Umum GPGIndonesia memuat prinsip dasar dan pedomanpokok pelaksanaan yang berlaku bagi semualembaga negara baik di ranah eksekutif, yudikatif,legislatif dan pengawasan maupun lembaga non-struktural. Pedoman ini menyarankan setiaplembaga negara untuk menyusun panduan yanglebih operasional sesuai dengan stuktur dan proses

bisnis masing-masing. Setiap lembaga negara harusmelakukan internalisasi pelaksanaan GPG denganharapan pelaksanaan GPG bukan hanya di ataskertas saja namun menjadi bagian budaya yangmelekat dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu,setiap lembaga negara juga dianjurkan untukmelakukan penilaian penerapan GPG secaraberkesinambungan dan mengungkapkan hasilpenilaian penerapan GPG tersebut dalam laporantahunan yang dapat diakses oleh masyarakat luas(KNKG, 2008).Baik di sektor privat maupun sektor publik,laporan tahunan dianggap sebagai sarana yang baikuntuk mempertanggungjawabkan pengelolaansumber daya kepada stakeholder dan mewujudkanakuntabilitas (Ryan, Dunstan, & Brown, 2001,Cameron, 2004). Pada sektor privat di Indonesia,emiten dan perusahaan publik diwajibkan untukmenyusun laporan tahunan sebagai bentukakuntabilitas perusahaan kepada stakeholder(Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Laporan Tahunanwajib memuat beberapa informasi penting,diantaranya: ikhtisar data keuangan penting,informasi saham (jika ada), laporan Direksi, laporanDewan Komisaris, laporan keuangan yang disusunsesuai Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yangsudah diaudit dan tata kelola Emiten atauPerusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).Dari 683 emiten yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia, 681 (99,71%) diantaranya telah

menyusun Laporan Tahunan Perusahaan 2018 danmenyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangansehingga laporan tahunan tersebut dapat diaksesdengan mudah di situs Bursa Efek Indonesia (BursaEfek Indonesia, 2019). Dengan demikian, dapatdikatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas emitendari sisi penyusunan dan penyampaian laporantahunan telah dijalankan dengan baik.Kondisi ini berbeda dengan fenomena yangterjadi pada sektor publik di Indonesia. Lembaga

PROFIL

LAKIP Laporan Keuangan Laporan Tahunan

Jumlah
K/L % Jumlah

K/L % Jumlah
K/L %

Menyusun dan menggunggah disitus resmi 69 80.23% 48 55.81% 19 22.09%
Tidak menyusun atau tidakmengunggah di situs resmi 17 19.77% 38 44.19% 67 77.91%

Total 86 100% 86 100% 86 100%

Tabel 1. Profil Publikasi Berbagai Laporan Kementerian/Lembaga Tahun 2018

Sumber: diolah dari berbagai situs resmi Kementerian/Lembaga
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308negara di Indonesia diwajibkan untuk menyusunLaporan Keuangan dan Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP). Laporan Keuangan disusunsesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) danmemuat informasi keuangan yang terdiri dariLaporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan ArusKas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.Sedangkan LAKIP memuat ringkasan tentangkeluaran dari masing-masing kegiatan dan hasilyang dicapai dari setiap program yang dijalankanoleh suatu lembaga negara. LAKIP tidak memuatinformasi tentang tata kelola lembaga negara(Pemerintah Republik Indonesia, 2006).Berdasarkan penelusuran pada situs resmilembaga negara yang berbentukKementerian/Lembaga Negara (K/L) di Indonesiasebagaimana pada tabel 1, ditemukan fakta bahwapublikasi LAKIP K/L sudah cukup baik di mana dari86 K/L, 69 K/L (80,23%) diantaranya sudahmenyusun LAKIP dan menggunggahnya pada situsresmi masing-masing. Sementara itu publikasilaporan keuangan kurang baik dimana hanya 48K/L (55,81%) yang mengunggahnya pada situsresmi K/L. Meskipun bukan merupakan laporanyang mandatory bagi K/L, terdapat 19 K/L(22,08%) yang sudah berinisiatif (menjadi

volunteer) untuk menyusun laporan tahunan danmengunggahnya di situs resmi K/L. Dari 19 K/Lyang menyusun dan menggunggah laporan tahunandi situs resmi, hanya 11 K/L yang mempublikasikanlaporan tahunan secara terkini dengan mengunggahlaporan tahunan 2018, 5 K/L diantaranyamempublikasikan laporan tahunan 2017, 2 K/Ldiantaranya mempublikasikan laporan tahunan2016 dan 1 K/L diantaranya mempublikasikanlaporan tahunan 2015. Selain itu, struktur penyajianinformasi dalam laporan tahunan dari masing-masing K/L juga sangat beragam yangmenunjukkan belum adanya standard dan pedomandalam penyusunan laporan tahunan.Fenomena sedikitnya K/L yang menyusunlaporan tahunan ini, menunjukkan adanyakeengganan dari K/L untuk menyusun danmempublikasikan laporan tahunan. Keengganan inimenyebabkan tidak terpenuhinya hak masyarakatterhadap ketersediaan akses informasi pentingtentang K/L, diantaranya informasi tentang prosesbisnis/tata kelola, pertimbangan dalampengambilan kebijakan, dampak dan manfaat dariprogram dan kegiatan, pandangan ke depan terkaitsituasi global dan nasional, dan langkah antisipatifdalam menghadapi peluang dan tantangan di masayang akan datang. Lebih lanjut, keengganan inimenyebabkan kurangnya informasi yang diperolehmasyarakat yang kemudian menjadi salah satufaktor yang mengakibatkan variabel PartisipasiPolitik dalam Pengambilan Keputusan danPengawasan Pemerintahan Indonesia dalam Indeks

Demokrasi Indonesia 2018 yang dirilis oleh BPSmasih berada dalam kategori “buruk”.Fenomena dan faktor-faktor yang menjadipenyebab keengganan Kementerian/LembagaNegara dalam menyusun dan mempublikasikanlaporan tahunan yang bersifat non-mandatory danberisi tentang informasi non-finansial, dapat digalilebih dalam melalui penelitian yang berlandaskan
institutional theory. Institutional theory merupakanteori yang menjelaskan fenomena kecenderunganperubahan dalam organisasi menuju kesamaan(homogeneous) (DiMaggio & Powell, 1983).
Institutional theory terbagi ke dalam dua kelompokyaitu old institutional theory (OIT) dan new
institutional theory (NIT). OIT memandang
institutionalization terjadi karena adanya nilai(values), norma (norms) dan perilaku (attitudes)yang bersifat taken-for-granted, sedangkan NITmemandang institutionalization terjadi karenaorganisasi berfikir secara logis denganmempertimbangkan classifications, routines, scripts,dan schema (Powell & DiMaggio, 1991).Ryan dan Ng (2000) menemukan fakta bahwadi Queensland, dislosure GPG untuk prinsipmonitoring mendapat perhatian paling banyak daribadan publik karena mekanisme internal controltelah diatur secara jelas oleh Queensland Treasurydan diawasi oleh ANAO. Sedangkan prinsipakuntabilitas mendapatkan perhatian yang palingsedikit karena sifatnya yang kompleks danberpotensi menjadi “alat” bagi parlemen untukmengkritisi pemerintah apabila diungkapkan.Meskipun tidak menggunakan institutional theory,temuan ini menjelaskan adanya coercive
isomorphism atau pertimbangan logis atas adanyasuatu tekanan politis dalam disclosure laporantahunan.Ryan, Dunstan, dan Brown (2002) menemukanfakta bahwa lembaga publik akan menyesuaikantingkat disclosure laporan tahunan mereka denganfaktor tekanan dari luar yaitu kebutuhan danpermintaan dari stakeholder. Fenomena inimenjelaskan adanya normative isomorphism dalampenyusunan laporan tahunan.Ntim, Soobaroyen, dan Broad (2017)menemukan fakta bahwa voluntary disclosures padalaporan tahunan Lembaga Pendidikan Tinggi di UKmasih rendah dan sangat dipengaruhi oleh kualitasdari komite audit, keragaman latar belakang
governing board, independensi governor dankeberadaan komite tata kelola. Meskipun tidakmenggunakan institutional theory dalampenelitiannya, temuan dari Ntim et al. (2017)tersebut menjelaskan adanya pengaruh dari duafaktor material carriers yaitu actors, dan rules.Dari studi penelitian terdahulu di atas, dapatdisimpulkan bahwa penelitian terhadap motivasipengungkapan informasi non-finansial dalam
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isomorphism secara bersamaan. Sehingga,aplikasinya belum didapatan secara menyeluruhmengenai symbolic carriers, material carriers, dan
isomorphism. Symbolic carriers terdiri dari aturan,norma, dan sistem kepercayaan yang tertanamdalam institutional logics, sedangkan material
carriers adalah routines, relationship systems, dan
artifacts yang muncul dan membentuk institutional
logics (Lepoutre & Valente, 2012). MenurutDiMaggio dan Powell (1983) isomorphic changemerupakan mekanisme perubahan organisasimenuju kearah yang sama (homogenization) karenaadanya pengaruh dari luar.Penelitian ini berupaya untuk mengisi research
gap tersebut dengan menggunakan pendekatan NITmengombinasikan institutional logic dan
isomorphism agar didapatkan gambaran fenomenasecara lebih lengkap tentang fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapaninformasi non-finansial dalam laporan tahunanbadan publik. Selain itu, karena belum adanyastandard dan pedoman dalam penyusunan laporantahunan di Indonesia, diperlukan penelitian yangdapat memberikan masukan mengenai struktur dansistematika penyajian informasi pada laporantahunan yang baik.Berdasarkan pertimbangan latar belakang danpermasalahan di atas, terdapat beberapapertanyaan yang perlu dijawab dengan adanyapenelitian ini, yaitu:1. Bagaimana dengan tingkat kesamaan K/L dalampenyusunan dan publikasi Laporan Tahunan?2. Apakah ada logika dominan yang menyeluruh(an overarching dominant logic)? Secara rinci,pertanyaan ini ditetapkan untuk menjawab:a. Sejauh mana K/L dalam melakukanpenyusunan dan publikasi Laporan Tahunanmenerapkan dan memenuhi semuapersyaratan pembawa simbolik (symbolic

carriers)?b. Sejauh mana pengaruh faktor lokal terhadappraktik penyusunan dan publikasi LaporanTahunan di K/L?c. Apakah ada satu atau beberapa logikaterhadap praktik penyusunan dan publikasiLaporan Tahunan di K/L?3. Bagaimana dengan faktor institusional yangmemfasilitasi atau mencegah praktik pembawamateri (material carriers) dipisahkan daripembawa simbolik (symbolic carriers)?4. Bagaimana dengan tingkat kesamaan K/Llainnya atas tekanan-tekanan isomorfis baikyang berasal dari dalam maupun luar institusi

(mimetic isomorphism, coercive isomorphism,atau normative isomporphism)?Penelitian ini bertujuan untuk menutup
research gap di mana penelitian terhadap motivasipenyusunan laporan tahunan dan pengungkapaninformasi non-finansial masih menggunakanpendekatan NIT yang bersifat parsial sehingga perludilakukan penelitian dengan pendekatan NIT yangmengkombinasikan institutional logics dan
isomorphism secara bersamaan. Selain itu, terdapatbeberapa tujuan khusus yang ingin dicapai olehpenelitian ini, yaitu:1. Mengidentifikasi dan menganalisis persamaandan perbedaan logika dan motivasi lembaganegara dalam penyusunan dan publikasi laporantahunan.2. Merumuskan upaya yang dapat dilakukan olehlembaga negara untuk meningkatkan motivasipenyusunan dan publikasi laporan tahunan.
2. LANDASAN TEORIBagian ini menjelaskan tentang institutional
theory yang menjadi landasan penelitian.Selanjutnya dibahas pula mengenai dua dimensidari institutional theory yaitu institutional logics dan
isomorphism. Institutional logics digunakan untukmenganalisis perilaku individu terkait denganperspektif dan motivasi yang terbentukdipengaruhi oleh symbolic carriers dan material
carriers. Sedangkan melalui pendekatan
isomorphism, digunakan untuk mendeteksifenomena perubahan organisasi menujuhomogenisasi ke arah yang dianggap lebih baikberupa coercive isomorphism, mimetic isomorphism,dan normative isomorphism. Selain itu, bagian inijuga menyampaikan tentang penelitian terdahulubeserta research gap-nya dan kerangka teoritispenelitian.
2.1. Teori Institusional (Institutional Theory)

Institutional theory merupakan salah satu teoriyang banyak dipakai untuk memahami perilakuindividu dan organisasi (Dacin, Goodstein, & Scott,2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimanastruktur makna yang dilembagakan mempengaruhiproses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby,2006). Dalam perkembangannya, institutional
theory terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu
old-instituonal theory (OIT) dan new institutional
theory (NIT). OIT berpendapat bahwa
institutionalization terjadi karena adanya nilai(values), norma (norms) dan perilaku (attitudes)yang bersifat taken-for-granted, sedangkan NITberpendapat bahwa institutionalization terjadikarena organisasi berfikir secara logis denganmempertimbangkan classifications, routines, scripts,
schema (Powell & DiMaggio, 1991).
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310Pendekatan OIT tidak dapat digunakan dalampenelitian ini karena berpandangan bahwa perilakuorganisasi dipengaruhi faktor-faktor yang sudah

given, sedangkan pada kenyataannya, dinamikaorganisasi semakin kompleks (DiMaggio & Powell,1983) dan actors memiliki pemikiran logis yangdapat menjadi awal dari perubahan dalamorganisasi (Reay & Hinings, 2009). Oleh sebab itu,penelitian ini menggunakan pendekatan NIT berupakonsep isomorphism yang dikembangkan olehDiMaggio & Powell (1983) dan institutional logicsyang dikembangkan oleh Friedland & Alford (1991),Thornton, Ocasio, & Lounsbury (2012) dan Zilber(2013).Dalam kaitannya dengan penyusunan danpublikasi laporan tahunan sektor publik, para aktoryang dalam hal ini adalah para penyusun laporantahunan di lingkungan K/L sebenarnya beradadalam satu lingkungan peraturan yang sama.Namun praktik penyusunan dan publikasi laporantahunan ini kemudian menjadi berbeda karenamasing-masing aktor memiliki logika yang berbedayang dipengaruhi oleh classifications, routines,
scripts, schema di lingkungan K/L masing-masing.Selain itu, perbedaan logika aktor mungkindipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari luar sepertitekanan politik dari lembaga tertentu, keputusanyang diambil oleh aktor lain dan tuntutanprofesionalisme dari stakeholder.
2.2. Logika Institusional (Institutional Logics)Perspektif Institutional Logics adalah sebuahkerangka metateoritis yang mempelajari hubungantimbal balik antara lembaga, individu danorganisasi dalam tatanan sosial (Thornton et al.,2012). Institutional logics mempelajari konstruksisosial, pola historis dari praktik-praktik material,asumsi, nilai-nilai, kepercayaan, dan aturan-aturanyang digunakan oleh individu dalam menghasilkannafkah hidup, mengatur ruang dan waktu, danmemberikan makna pada realitas sosial mereka(Thornton & Ocasio, 1999). Institutional logics jugamewakili kerangka referensi yang mempengaruhiaktor untuk membuat pilihan yang logis,merumuskan kata untuk memotivasi tindakan,perasaan diri dan identitas mereka (Thornton et al.,2012). Institutional logics merupakan pendekatanyang tepat untuk mendapatkan pandangan yangholistik dan koheren mengenai bagaimanaorganisasi disusun dan dikelola (Greenwood,Hinings, & Whetten, 2014).Terdapat 4 prinsip utama dalam perspektif
institutional logics, yaitu: (1) terintegrasinyalembaga dan struktur; (2) terintegrasinya materidengan simbolik; (3) memperhatikan kontinjensihistoris dari lembaga; dan (4) memperhatikaninstitusi seluruh tingkatan sosial (Zilber, 2013).Prinsip yang paling utama dalam institutional logicsadalah terintergrasinya aspek material (material

aspects) dan aspek simbolik (symbolic aspects) danini adalah prinsip yang membedakan NIT denganOIT (Thornton et al., 2012). Symbolic aspectsmerujuk pada proses ideasi dan makna, sedangkan
material aspects merujuk pada struktur dan praktikdalam organisasi (Thornton et al., 2012).

Symbolic carriers terdiri dari aturan, norma,dan sistem kepercayaan yang tertanam dalam
institutional logics (Lepoutre & Valente, 2012).Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasilaporan tahunan sektor publik, symbolic carriersdapat terdiri dari peraturan atau pedoman yangberlaku secara internasional maupun nasional. Ditingkat internasional terdapat beberapa pedomanyang mungkin dapat mempengaruhi logika dari
actors, yaitu:1. Publikasi Organisation for Economic Co-

Operation and Development (OECD) pada tahun2002 yang berjudul Public Sector Transparency
and Accountability menyebutkan bahwa salahsatu area utama dalam good governance adalahmeningkatkan keterbukaan informasi,konsultasi dan partisipasi masyarakat dalamperumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.Salah satu alat yang dapat digunakanpemerintah untuk aktif menyediakan informasiadalah laporan tahunan yang memuat informasikeuangan dan non-keuangan sepertiperbandingan antara target dan capaian kinerja(OECD, 2002).2. International Framework: Good Governance in
The Public Sector yang dirumuskan oleh
Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy (CIPFA) dan International
Federation of Accountants (IFAC) pada tahun2014. Sebagai bentuk akuntabilitas dalampenggunaan sumber daya publik, pemerintahharus menyusun laporan tahunan. Laporantahunan harus dilengkapi dengan informasikinerja dan informasi tentang penilaian prinsiptata kelola pemerintahan yang baik termasukrencana aksi untuk perbaikan tata keloladimaksud (IFAC & CIPFA, 2014). Selain tu,Laporan tahunan juga harus dilengkapiinformasi tentang penerapan manajemen risikodan pengendalian internal (OPM & CIPFA, 2004).3. Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan olehnegara maju seperti Australia dan UnitedKingdom (UK). Pemerintah Australiamewajibkan setiap lembaga publik untukmenyusun laporan tahunan melalui Financial
Accountability Act yang disahkan pada tahun2009. Peraturan tersebut kemudian dilengkapidengan beberapa pedoman teknis diantaranya
Model Annual Reports yang dikeluarkan olehDepartemen of Treasury, Annual Report
Checklist yang dikeluarkan oleh Public Sector
Commission (PSC) serta Good Practice in Annual
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Report 2017-2018 yang dikeluarkan oleh
National Audit Office (NAO). Sedangkan di UK,
HM Treasury mengeluarkan The Government
Financial Reporting Manual (GFReM) untuksetiap tahun anggaran.Di tingkat nasional, terdapat beberapapedoman atau peraturan yang mungkin dapatmenjadi pertimbangan dari aktor dalam mengambilkeputusan untuk menyusun atau tidak menyusundan mempublikasikan atau tidak mempublikasikanlaporan tahunan, yaitu sebagai berikut:1. Pedoman Good Public Governance yangdirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor29 Tahun 2014 Tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2006 Tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; dan6. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 TentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.

Material carriers terdiri dari 3 hal yaitu
relational systems, routines dan artifacts (Scott,1995). Relational systems merupakan interaksi danhubungan antar aktor baik dalam satu organisasimaupun lintas organisasi. Relational systemsmerupakan aspek yang paling banyak menimbulkandifusi atau persebaran budaya, teknologi atau idedari satu pihak ke pihak lainnya. Relational systemsakan semakin kuat ketika terbentuk community of
practices atau suatu wadah yang memungkinkanterjadinya diskusi dan pertukaran ide antar aktor(Scott, 2003). Dalam kaitannya dengan penyusunandan publikasi laporan tahunan sektor publik,
relational systems dapat terjadi di lingkup internalsuatu K/L yakni antar individu, bidang/bagian, daneselon. Selain itu, relational systems juga dapatterbentuk dari interaksi aktor (PPID) antar K/L.Logika aktor juga dapat dipengaruhi oleh
routines yang terbentuk dalam organisasi. Routinesmerupakan kebiasaan yang menjadi budayaorganisasi atau aktivitas-aktivitas yang berpolayang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman(tacit knowledge) dari aktor (Scott, 2003). Dalampenyusunan dan publikasi laporan tahunan sektorpublik, routines dapat merujuk pada standard
operating procedures (SOP) dan budaya organisasi

yang mempengaruhi logika aktor dalam mengambilkeputusan.
Material carriers yang ketiga adalah artifactsyang merujuk pada budaya material yangdiciptakan oleh kecerdasan manusia yangdikembangkan untuk membantu pelaksanaan tugas(Scott, 2003). Dalam penyusunan dan publikasilaporan tahunan sektor publik, artifacts dapatberupa sistem informasi, dukungan teknologi,kegiatan asistensi dan dukungan teknis lainnya.

2.3. IsomorphismOrganisasi bukan hanya berkompetisi untukmemperoleh sumber daya dan customer, akan tetapilebih dari itu, organisasi juga berkompetisi untukmendapatkan kekuatan politik, legitimasi institusidan untuk kepentingan sosial (DiMaggio & Powell,1983). Oleh sebab itu, DiMaggio dan Powell (1983)memperkenalkan isomorphic change yaituperubahan organisasi menuju kearah yang sama(homogenization) karena adanya pengaruh dariluar. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasiterdapat 3 mekanisme terjadinya isomorphic
change yaitu coercive isomorphism, normative
isomorphism, dan mimetic isomorphism.

Coercive isomorphism ditimbulkan karenaadanya pengaruh politik dan permasalahanlegitimasi dari luar organisasi (DiMaggio & Powell,1983). Coercive isomorphism dapat datang dariorganisasi yang berperan sebagai regulator(Thornton et al., 2012). Sebagai organisasi yangbergerak pada sektor publik, aktor yang bertugasuntuk menyusun dan mempublikasikan laporantahunan tentunya tidak dapat lepas dari pengaruhlembaga regulator. Oleh sebab itu, coercive
isormphism sangat mungkin terjadi pada prosespenyusunan dan publikasi laporan tahunan.

Normative isomorphism suatu mekanismeperubahan dalam organisasi yang dipicu adanyadorongan profesionalisme (DiMaggio & Powell,1983). Lebih lanjut, DiMaggio dan Powell (1983)menjelaskan bahwa dorongan profesionalisme inidapat berasal dari tuntutan stakeholder maupundari kesepakatan organisasi profesi. Organisasisektor publik seperti K/L tentu memiliki banyaksekali stakeholder. Dengan semakinberkembangnya dinamika sosial, sangat mungkinK/L dihadapkan pada tuntutan dari stakeholderagar semakin profesional dalam berkinerja.Fenomena tersebut secara logis juga sangatmungkin terjadi dalam proses penyusunan danpublikasi laporan tahunan sektor publik.
Mimetic isomorphism merupakan suatuperubahan organisasi karena adanyaketidakpastian dalam konteks tertentu. Saatmenghadapi ketidakpastian atau tidak ada suatustandard yang jelas yang harus dijalankan,organisasi akan cenderung melihat organisasi
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mimetic isomorphism mungkin terjadi karenahingga saat ini belum terdapat suatu peraturankhusus yang mewajibkan K/L untuk menyusunlaporan tahunan termasuk standard yang harusdipedomani dalam penyusunannya.
2.4. Penelitian TerdahuluDari penelitian tentang pengungkapaninformasi corporate governance pada laporantahunan sektor publik di Queensland ditemukanfakta bahwa dari kelima prinsip corporate
governance yang dirumuskan oleh AustralianNational Audit Office (ANAO), prinsip monitoringmendapatkan perhatian paling banyak dandiungkapkan oleh 83,33% badan publik yangmenjadi sampel penelitian, selanjutnya berturut-turut prinsip manajemen risiko 72.22%, prinsiplingkungan manajemen 61,11%, prinsipkepemimpinan 55,56% dan prinsip akuntabilitas27,78%. Prinsip monitoring mendapatkanperhatian paling banyak dari badan publik karenamekanisme internal control telah diatur secara jelasoleh Queensland Treasury dan diawasi oleh ANAO.Sedangkan prinsip akuntabilitas mendapatkanperhatian yang paling sedikit karena sifatnya yangkompleks dan berpotensi menjadi “alat” bagiparlemen untuk mengkritisi pemerintah apabiladiungkapkan (Ryan & Ng, 2000). Dari dari sudutpandang institutional theory, temuan tersebutmenjelaskan adanya coercive isomorphism danlogika dari actors sedangkan aspek-aspek lainseperti mimetic dan normative isomorphism belumterjawab dari penelitian ini. Hal ini terjadi karenaRyan dan Ng (2000) tidak menggunakanpendekatan institutional theory dalampenelitiannya.Dari sumber yang lain, ditemukan fakta bahwaperbedaan stakeholder dari badan-badan publik diAustralia mempengaruhi tingkat disclosure laporantahunan masing-masing badan publik. Badan publikakan menyesuaikan tingkat disclosure laporantahunan mereka dengan faktor tekanan dari luaryaitu kebutuhan dan permintaan dari stakeholder.Jadi bukan hanya sekedar faktor coercive
isomorphism dari adanya peraturan yangmewajibkan penyusunan laporan tahunan yangmempengaruhi tingkat disclosure dari laporantahunan akan tetapi terdapat faktor luar lainnyayaitu tuntutan dari stakeholder yang merupakan
normative isomorphism (Ryan et al., 2002).Penelitian Ryan et al. (2002) hanya menelitipengaruh dari perbedaan stakeholder terhadappraktek dan kebijakan yang diadopsi olehorganisasi dalam menyusun laporan tahunansehingga kita belum mendapatkan gambaran yang

utuh tentang adanya isomorphism dan institutional
logics.Ntim et al. (2017) menemukan fakta bahwatingkat voluntary disclosures pada laporan tahunanLembaga Pendidikan Tinggi di UK masih rendah dandipengaruhi oleh kualitas dari komite audit,keragaman latar belakang governing board,independensi governor dan keberadaan komite tatakelola. Jika di lihat dari sudut pandang institutional
theory, temuan tersebut hanya menjelaskan adanyapengaruh dari dua faktor material carriers yaitu
actors, dan rules. Sedangkan symbolic carriers,
isomorphism dan 2 faktor material carriers lainnyayaitu artifacts dan routines belum dijelaskan.Tingkat voluntary disclosures dalam laporantahunan yang rendah ini memang serupa denganyang terjadi pada K/L di Indonesia, namun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya perlu digali lebihdalam dengan menggunakan institutional theoryuntuk kemudian dirumuskan solusi yang lebih
applicable.
2.5. Kerangka Teoritis PenelitianKerangka teoritis penelitian adalah strukturketerkaitan antar teori dan perspektif yangberpengaruh baik secara langsung ataupun tidaklangsung terhadap suatu penelitian yang dilakukan.Kerangka teoritis penelitian ini penting untukdisusun agar peneliti dapat fokus dalam melakukanstudi literatur yaitu dengan membaca danmemahami teori dan perspektif yang terkait denganpenelitian saja (Kumar, 2011). Dari studi literaturyang telah dipaparkan pada subbagian 2.1. s.d. 2.4.,kerangka teoritis penelitian dapat kita gambarkansebagaimana Gambar 1.Keputusan para aktor yang terlibat dalamproses penyusunan dan publikasi laporan tahunan,pada dasarnya dipengaruhi oleh institutional logicsdan isomorphism. institutional logics terdiri dari
symbolic carriers dan material carriers. Symbolic
carriers berupa peraturan dan pedomantransparansi dan akuntabilitas sektor publik baik ditingkat internasional maupun nasional. Material
carriers terdiri dari 3 aspek yaitu relational systems,
routines dan artifacts. Relational systems dapatterbentuk karena adanya interaksi di lingkupinternal suatu K/L yakni antar individu,
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bidang/bagian dan eselon. Selain itu, relational
systems juga dapat terbentuk dari interaksi aktor(PPID) antar K/L. Routines dapat berupa standard
operating procedures (SOP) dan budaya organisasiyang mempengaruhi logika aktor dalam mengambilkeputusan. Sedangkan artifacts berupa sisteminformasi, dukungan teknologi, kegiatan asistensidan dukungan teknis lainnya.

Isomorphism terdiri dari 3 jenis yaitu coercive
isomorphism, normative isomorphism, dan mimetic
isomorphism. Coercive isomorphism berupapengaruh lembaga regulator sangat mungkin terjadipada proses penyusunan dan publikasi laporantahunan. Normative isomorphism dapat terjadikarena adanya tuntutan stakeholder maupun darikesepakatan organisasi profesi. Sedangkan mimetic
isomorphism dapat terjadi karena keputusan aktordipengaruhi oleh keputusan aktor lainnya sebabadanya suatu ketidakpastian.
3. METODOLOGI PENELITIANBagian ini membahas mengenai strategi danpendekatan penelitian, metode pengumpulan data,dan teknik analisis data yang digunakan untukmenjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yangdisebutkan pada subbagian 1.2 di atas. Selain itujuga memaparkan gambaran umum dari unitanalisis yang menjadi objek penelitian.
3.1. Strategi dan Pendekatan PenelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan
qualitative case study yaitu penelitian yang lebihmenekankan pada informasi kualitatif dari suatuobjek, kejadian ataupun aktivitas dalam suatuorganisasi (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian
case study merupakan cabang dari penelitian

kualitatif yang cocok digunakan untuk menggalifenomena dan permasalahan dalam situasi real-lifedari berbagai sudut pandang dan perspektif denganmenggunakan multiple methods dalampengumpulan data (Yin, 2009). Metode penelitian
case study harus didasarkan pada suatu teorisehingga metode penelitian ini lebih tepatdigunakan untuk menjawab pertanyaan penelitianyang bersifat mengapa dan bagaimana (Shauki,2018).Penelitian ini menggali fenomena penyusunandan publikasi laporan tahunan sektor publik yangdilakukan oleh K/L secara mendalam denganmenggunakan kerangka institutional theory untukmenjawab pertanyaan penelitian yang bersifatmengapa (why) dan bagaimana (how). Data-datayang dihimpun lebih bersifat kualitatif yangmencerminkan fenomena yang terjadi dalam situasiyang sebenarnya real-life. Kasus yang dianalisisbukan hanya terjadi pada satu K/L saja melainkanseluruh K/L di Indonesia sehingga penelitian inidapat disebut pula penelitian multiple case study(Yin, 2009).
3.2. Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data yang digunakandalam penelitian ini bersifat triangulation denganmenggunakan campuran data atau metode yangdapat menggambarkan posisi dan sudut pandangyang jelas terkait dari topik tertentu (Olsen dalamShauki, 2018). Pada tahap awal, dilakukanpenggalian data dan informasi yang berasal dari
website resmi K/L untuk mendapatkan gambaranvariasi praktek penyusunan dan publikasi laporantahunan. Pada tahap kedua, dilakukan penyebarankuesioner dengan open-ended questions yangterlebih dahulu divalidasi. Kemudian pada tahap

Sumber: DiMaggio & Powell (1983), Thornton et al. (2012) dan Zilber (2013), telah diolah kembali.

Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian
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semi-structured untuk memvalidasi data daninformasi yang diperoleh pada tahap pertama dankedua.Penggalian data sekunder dilakukan denganmengunjungi website resmi yang dikelola olehmasing-masing K/L. Data sekunder yangdidapatkan adalah profil dari masing-masing K/Lapakah mereka telah menyusun danmempublikasikan laporan tahunan atau tidak.Selanjutnya untuk penggalian data primer,dikembangkan kuesioner open-ended questionsberdasarkan kerangka teoritis penelitian denganasistensi dari pembimbing. Surat ijin penelitiandisertai dengan kuesioner dikirimkan melaluialamat surel PPID masing-masing K/L dandikonfirmasi melalui telepon ke bidang/bagianterkait. Responden mengisi kuesioner secara onlinemelalui googleform yang didesain oleh penelitiuntuk mempercepat pengumpulan dan pengolahandata.Selanjutnya hasil pengisian kuesionerdianalisis untuk dapat mengembangkan daftarpertanyaan wawancara yang bersifat semi-
structured. Wawancara ini berfungsi untukmemvalidasi data yang diperoleh pada tahappertama dan tahap kedua serta menggali fenomenasecara lebih mendalam yang mungkin tidak dapatdilakukan jika hanya menggunakan survey.Rekaman wawancara kemudian dirubah dalambentuk transkrip berupa teks yang digunakandalam tahap analisis data.
3.3. Analisis DataHasil survey dan transkrip wawancaradianalisis dengan menggunakan teknik content
analysis, thematic analysis, dan constant
comparative analysis dengan bantuan softwareNVIVO 12 Pro. Contenct analysis adalah teknikpenelitian yang digunakan untuk melakukananalisis terhadap suatu teks atau hal lain yangmengandung makna untuk mendapatkankesimpulan yang valid dan dapat direplika sesuaikonteks penggunaannya (Krippendorff, 2004).
Content analysis bertujuan untuk membuat kodedan mengelompokkan data ke dalam ukurankuantitatif dalam rangka operasionalisasikonstruksi tertentu (Shauki, 2018). Melalui content
analysis ini, peneliti mendapatkan topik-topik yangmenjadi perhatian dari responden yang bergunauntuk mengembangkan daftar pertanyaan semi-
structured interview.

Thematic analysis adalah metode untukmengidentifikasi, menganalisis dan melaporkanpola (tema) dalam data. Dengan thematic analysis,peneliti dapat mengatur dan menjelaskan set dataatau lebih dari itu, peneliti dapat menafsirkanberbagai aspek dan topik yang menjadi perhatiandari responden (Braun & Clarke, 2006). Thematic

analysis dilakukan untuk memahami skala darirespon, tema dan diskursus dari suatu corpus(kuantitas) data atau jawaban survey yang bersifat
open-ended (Shauki, 2018). Menurut Braun danClarke (2006), terdapat 6 tahapan yang harusdilakukan dalam thematic analysis, yaitu:1. Membiasakan diri dengan data yaitu denganmembaca secara berulang-ulang, dan mencatatide awal.2. Menghasilkan kode awal yaitu dengan mencarikode secara sistematis dari serangkaian datadan mengelompokkan data yang relevan untuksetiap kode.3. Mencari tema yaitu dengan menterjemahkankode menjadi tema potensial danmengumpulkan semua data yang relevandengan setiap tema potensial.4. Meninjau tema yaitu denganmempertimbangkan kembali apakah tema dapatberfungsi dan kemudian menyusun peta tematikanalisis.5. Menentukan dan menamai tema yaitu denganmelakukan analisis dan menyaring setiap temauntuk menghasilkan definisi dan nama yangjelas dari setiap tema.6. Memproduksi laporan yaitu denganmenghubungkan kembali analisis denganpertanyaan penelitian dan literatur kemudianmerumuskan deskripsi yang jelas dan menarikuntuk dituangkan dalam laporan ilmiah.Selanjutnya dilakukan constant comparative
analysis yang merupakan metode yang lebihkomprehensif dari thematic analysis. Constant
comparative analysis membandingkan tema yangdideskripsikan oleh kelompok responden satudengan kelompok responden lainnya untukmendapatkan gambaran mengenai persamaan,perbedaan, tren, dan konsistensi (Shauki, 2018).Lebih lanjut Shauki (2018) menyampaikan bahwaterdapat 5 langkah dalam constant comparative
analysis, yaitu: perbandingan antar data tunggal,perbandingan hasil interview dalam satu grup yangsama, perbandingan interview dengan grup yangberbeda, perbandingan dalam satu pasangan unit,perbandingan antar pasangan unit danperbandingan hasil antar instrumen penelitian.
3.4. Unit AnalisisUnit analisis merupakan sumber aktual dariinformasi yang dapat berupa individu, organisasi,dokumen maupun artifacts (Shauki, 2018). Unitanalisis dalam penelitian ini adalah parapejabat/staf yang berperan sebagai PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi di level pusatK/L.  Jumlah PPID K/L yang menjadi target surveyadalah 86 K/L di Indonesia. Dari 86 target surveytersebut, peneliti memilih 10 K/L yang dijadikan
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4. HASIL PENELITIANBagian ini membahas mengenai temuanpenelitian serta analisis dan diskusi penelitianuntuk menjawab beberapa pertanyaan penelitianyang telah disebutkan pada bagian 1.
4.1. Temuan PenelitianPada tahap penyusunan dan penyebarankuesioner, peneliti mengembangkan kuesioneryang terdiri dari 18 pertanyaan, yang terdiri dari 14pertanyaan bersifat open-ended question dan 4pertanyaan bersifat closed-ended question.Penyebaran kuesioner dilakukan dengan caramengirimkan ke alamat surel PPID pada 86 K/Lyang menjadi unit analisis. Untuk meningkatkan
response dari K/L terhadap survey, penelitimelakukan konfirmasi lewat telepon danmendatangi secara langsung ke beberapa K/L.Namun demikian, hingga batas waktu yangditentukan, hanya 4 K/L yang memberikan responsekuesioner, sedangkan K/L lainnya masih terkendaladalam hal birokrasi.Pada tahap wawancara (in-depht interview),peneliti mendatangi secara langsung ke 6 K/L untukmenyerahkan surat permohonan wawancara.Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi melaluitelepon ke 6 K/L tersebut. Namun demikian, hinggabatas waktu yang ditentukan hanya 1 K/L yangdapat mengalokasikan waktu untuk wawancara,sementara 5 K/L lainnya masih dalam prosesbirokrasi.Dari response kuesioner yang masuk, semuaK/L (100%) telah menyusun laporan keuangan danmempublikasikannya melalui situs resmi K/L atausitus resmi PPID K/L. Data ini cocok dengan datayang diperoleh oleh peneliti dari penelusuran situsresmi K/L atau situs resmi PPID K/L. Terkaitpenyusunan dan publikasi LAKIP, seluruh K/L(100%) mengaku telah menyusun danmempublikasikan LAKIP, namun demikian daripenelusuran yang dilakukan, hanya tiga K/L (75%)diantaranya telah menyusun dan mempublikasikan,sedangkan satu K/L (25%) diantaranya tidakmenyusun LAKIP. Terkait laporan tahunan, seluruhK/L (100%) menjawab bahwa mereka telahmenyusun dan mempublikasikan laporan tahunan.Data ini berbeda dengan kondisi sebenarnya yangditemukan melalui penelusuran di situs resmi K/Ldan situs resmi PPID K/L, di mana dari 4 K/L yangmengisi survey, hanya terdapat dua K/L (50%) yangtelah menyusun dan mempublikasikan laporantahunan sedangkan dua K/L (50%) tidak menyusundan mempublikasikan laporan tahunan. Satu K/L

yang berhasil diwawancara telah menyusun danmempublikasikan semua laporan, baik itu laporankeuangan, LAKIP dan laporan tahunan.Perbedaan antara jawaban kuesioner dengankondisi yang ditemukan setelah melakukanpenelusuran di situs resmi K/L dan situs resmi PPIDK/L ini menggambarkan adanya fenomenapemberian impresi positif yang ditunjukkan olehK/L. Sebagaimana pendapat Vardi dan Weitz.(2004), responden mempunyai kecenderunganuntuk membuat impresi yang positif mengenaimereka atau organisasi mereka sehingga mungkinterdapat distorsi pada data penelitian. Terkaitdengan perbedaan data penyusunan dan publikasilaporan keuangan, LAKIP dan laporan tahunan ini,peneliti memposisikan data penelusuran melaluisitus resmi K/L dan situs resmi PPID K/L lebihdapat diyakini dibandingkan dengan jawabankuesioner yang diberikan oleh responden.
4.2. Analisis dan DiskusiUntuk menjawab pertanyaan penelitianpertama, tentang tingkat kesamaan K/L dalampenyusunan dan publikasi Laporan Tahunan,peneliti membaca laporan tahunan yang telahdisusun oleh K/L dan melakukan analisis kontenuntuk menentukan tema informasi yangdiungkapkan pada laporan tahunan K/L besertatingkat penyampaiannya (disclosure). Dari analisisini, ditemukan bahwa terdapat 22 tema informasiyang telah diungkapkan dalam laporan tahunanK/L. Tema yang paling sering diungkapkan dalamlaporan tahunan K/L dan mencapai tingkatpengungkapan 100%. Selanjutnya berturut-turuthingga urutan kesepuluh adalah struktur organisasi(78.95%), informasi keuangan (63.16%), visi danmisi (57.89%), tugas pokok dan fungsi(52.63%), informasi penghargaan yangdiperoleh organisasi (52.63%), profil pimpinan(47.37%), informasi reformasi birokrasi (47.37%),manajemen SDM (47.37%), serta arah kebijakandan strategi (42.11%). Data lebih lengkap terkaithasil analisis ini dituangkan dalam Ilustrasi Tabel 2sebagaimana terlampir.Dari analisis tema informasi laporan tahunanK/L dapat disimpulkan laporan tahunansebenarnya dapat menggantikan keberadaanLAKIP, mengingat informasi yang dituangkan dalamlaporan tahunan lebih komprehensif dan memuatpula informasi kinerja. Namun demikian terdapatbeberapa alternatif yang dapat dilakukan olehpemerintah untuk mewujudkan transparansi danakuntabilitas yang lebih baik. Pertama, pemerintahdapat menerbitkan peraturan yang menjadipedoman dalam penyusunan LAKIP dengan muatantema informasi yang lebih komprehensif.  Kedua,pemerintah dapat menerbitkan peraturan yangmewajibkan K/L untuk menyusun laporan tahunandan dilengkapi dengan pedoman pengungkapan
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316informasi yang komprehensif serta menghapuskankewajiban penyusunan LAKIP tahunan sementaraLAKIP semesteran dan triwulanan tetap disusun.Ketiga, tetap mewajibkan penyusunan LAKIP danmenambah kewajiban bagi K/L untuk menyusunlaporan tahunan.Logika dominan yang mempengaruhikeputusan K/L untuk menyusun atau tidakmenyusun dan mempublikasikan atau tidakmempublikasikan laporan tahunan adalah adanya“kewajiban”. Seluruh responden kuesioner danresponden wawancara menyampaikan bahwapertimbangan mereka untuk menyusun laporantahunan adalah karena adanya kewajibanketerbukaan informasi publik sebagai konsekuensikarena anggaran bersumber dari dana publik.Sebagai contoh adalah tanggapan responden 3sebagai berikut:

“…..publikasi dari laporan tersebut sangat penting
karena merupakan kewajiban dari instansi
pemerintah kepada publik serta hak bagi
masyarakat untuk mengetahui kinerja dari
instansi…”Logika dominan tersebut bersifat multiple
logics dengan adanya tuntutan profesionalisme dari
stakeholder dan adanya kesempatan untukmendapatkan insentif (remunerasi) lebih daripenerapan reformasi birokrasi. Berikut ini adalahpendapat responden 5 sebagai berikut:
“…K/L harus menunjukkan sikap profesional
mereka dengan mempublish tiap kegiatan-kegiatan
dan anggaran yang sudah mereka gunakan sebagai
tanggung jawab ke masyarakat…”Lebih lanjut responden 1 memiliki pendapatsebagai berikut:
“…tapi sebenernya kita pun sudah menyusun
walaupun mereka nggak minta. Tapi karena itu
salah satu dasar penilaian juga akhirnya kita bikin
yang sebagus mungkin gitu loh … mungkin dulu
sebelumnya pake narasi biasa atau hanya bentuk
buku tapi sekarang mungkin lebih banyak ada info
grafis, ada foto-foto,  dokumentasi, yang kayak gitu
mungkin lebih menarik daripada hanya sekedar
narasi yah, nah dengan gitu kan berarti menaikkan
nilai kita juga kan ya, karna itu terus terang
berpangaruh sama tukin…”Dari sisi symbolic carriers, pedomaninternasional tentang good governance/transparansi dari Lembaga Internasional sepertiWorld Bank, OECD dan CIPFA atau pedomantentang good governance/transparansi dari negaramaju seperti Amerika, Inggris dan Australiaternyata tidak menjadi pertimbangan sama sekalibagi K/L dalam mengambil keputusan penyusunandan publikasi laporan tahunan. Seluruh respondenbaik kuesioner maupun wawancara sepakatmengenai hal ini. K/L lebih mempertimbangkan

peraturan atau pedoman yang berlaku secaranasional. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan KeuanganDan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan olehseluruh reponden (100%) sebagai pertimbangandalam pengambilan keputusan, selanjutnyaberturut-turut adalah Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(80.00%), Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 Tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(80.00%), Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah (80.00%), Pedoman Good Public
Governance yang dirumuskan oleh Komite NasionalKebijakan Governance (KNKG) (60.00%) danUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (40.00%).Seluruh K/L yang menjadi respondenpenelitian menyampaikan bahwa mereka telahmemiliki SOP yang digunakan untuk melakukanpenyusunan laporan tahunan. Hal ini merupakansisi positif yang telah dimiliki oleh K/L. Namundemikian terdapat beberapa kendala yangdisebutkan terkait pelaksanaan SOP tersebut adalahadanya kendala dalam updating dan kompilasi data.Semakin banyak unit kerja yang dibawahi, makaproses updating dan kompilasi data menjadi lebihsulit untuk dilakukan. Berbeda halnya dengan K/Lyang hanya memiliki sedikit unit kerja sebagaimanayang disampaikan oleh responden 1 berikut ini:
“… ya makanya kalo kita lebih simple. Nggak ada
kendala sama sekali, jadi kebetulan yang
mengerjakan itu ada di bagian Biro Perencanaan itu
yang melakukan kompilasi yang mengolah data yang
masuk dari kedeputian teknis kan kita ada 7
kedeputian teknis kan kecil lah ya, jadi mudah sih
sebenernya. Mudah untuk menghimpun data tuh
tidak sulit yah, karna dan kita kan kantornya cuma
disini maksudnya nggak tersebar di Indonesia, jadi
kita sangat mudah ya kalu mau minta apa, minta
data apa atau update data itu nggak masalah…”Faktor budaya organisasi seperti diadakannyarapat rutin bulanan, triwulanan dan semesterandapat mendukung proses penyusunan laporantahunan karena koordinasi dan update informasidapat dilakukan dengan cepat dan terjadwal. Hal inisebagaimana pendapat responden 1 berikut ini:
“…kita nggak pernah sama sekali nggak ada
(kendala dalam penyusunan laporan tahunan),
kebetulan kita tuh ada rapat rutin pimpinan jadi ada
leader offsite meeting itu yang dilakukan tiga bulan
atau empat bulan sekali, terus ada rapimja rapat
pimpinan kinerja itu juga rutin setahun dua kali itu
mengundang dari Menteri, sama semua pejabat
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eselon 1, sama ada perwakilan Asdep 1, dari masing-
masing kedeputian teknis, tapi ada juga yang sampe
eselon 2 ikut, jadi kita informasi itu ter update
terus…”Faktor lokal lainnya yang juga disebutkan olehresponden yang mempengaruhi proses penyusunanlaporan tahunan adalah jumlah laporan yangsemakin banyak, terdapat aturan-aturan baru, sertaadanya mutasi dan rotasi. Sebagaimana disebutkanoleh respoenden 2:
“…mengalami kendala. Biasanya terkait adanya
aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan baru …
jumlah laporan yang semakin meningkat /
banyak. Serta jika ada pegawai pengelola yang
mengalami mutasi / rotasi…”Seluruh responden penelitian tidakmenyebutkan bahwa terdapat masalah pada
relational systems dalam organisasi mereka terkaitpenyusunan laporan tahunan. Selain itu, relational
systems dengan aktor di luar lingkungan K/L jugatidak terjadi. Sehingga dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa para aktor lebih membangunkomunikasi secara internal dalam mengambilkeputusan untuk menyusun dan mempublikasikanlaporan tahunan.Dari sisi routines organisasi, seluruh K/Lmenyatakan bahwa mereka telah memiliki SOPdalam penyusunan laporan tahunan dan hanyamenghadapi permasalahan pada waktu yangdibutuhkan untuk melakukan update dan kompilasidata. Sebagaimana yang diungkapkan olehresponden 3 sebagai berikut:
“…Ya kami memiliki SOP dalam penyusunan laporan
tersebut. Kendala dalam penysunan adalah perlunya
updating berkala…”Dari sisi artifacts organisasi, seluruh K/Lmenyatakan bahwa mereka tidak memilikipermasalahan dalam hal dukungan teknologi dansistem informasi, ketersediaan data dan informasi,kegiatan pendampingan/asistensi atau kendalateknis lainnya. Sebagaimana pendapat responden 3sebagai berikut:
“… (K/L kami) memiliki sistem integrasi internal
yang menyediakan data dari berbagai kegiatan dan
capaiannya. Sistem ini dapat diakses seluruh
pegawai dan tim penyusun dapat memperoleh data
tersebut…”Dari sudut pandang isomorphism, coercive
isomorphism terjadi di 60% K/L yang menjadiresponden survey dan wawancara. K/L tersebutmenyatakan bahwa terdapat pengaruh politik ataurekomendasi dari Lembaga Tinggi Negara atau K/Llain yang dipertimbangkan dalam pengambilankeputusan untuk menyusun atau tidak menyusunlaporan tahunan. Sebagaimana pendapat responden3 sebagai berikut:

“…UU KIP No.14 Tahun 2008 yang disusun oleh
Komisi Informasi Pusat yang mengatur atas perlu
tidaknya publikasi informasi yang ada di dalam
instansi pemerintah kepada publik…”

Mimetic isomorphism terjadi di 60% K/L yangmenjadi responden survey dan wawancara. K/Ltersebut menyatakan bahwa terdapatpraktik/keputusan yang dilakukan/diambil olehK/L lain yang dipertimbangkan dalam pengambilankeputusan untuk menyusun atau tidak menyusunlaporan tahunan. Sebagaimana diungkapkan olehresponden 1 sebagai berikut:
“…itu kayaknya Pak Ses kita kan orang keuangan tuh,
Pak X, beliau tuh justru niru dari keuangan loh
kebiasaannya Bu Sri Mulyani, dulu kita nggak ada
rapat leader offsite meeting itu nggak ada, setelah
Pak Ses masuk ini kita budayanya justru ngikutin
keuangan, Cuma memang kita lingkupnya lebih kecil,
jadi lebih enak sih sebenernya…, (jadi ada budaya
yang terbawa juga), betul, sangat banyak sebetulnya
tapi ya itu positive sih…”

Normative isomorphism terjadi di seluruh K/Lyang menjadi responden survey dan wawancara.Seluruh responden menyatakan bahwa penyusunanlaporan tahunan dilakukan sebagai bentukpemenuhan hak dari masyarakat. Selain itu, untukpenyusunan laporan tahunan juga dilakukan untukmemenuhi tuntutan profesionalisme daristakeholder. Sebagaimana pendapat responden 5sebagai berikut:“…K/L harus menunjukkan sikap profesional mereka
dengan mempublish tiap kegiatan-kegiatan dan
anggaran yang sudah mereka gunakan sebagai
tanggung jawab ke masyarakat…”Dari wawancara yang dilakukan denganresponden 1, diperoleh informasi bahwapelaksanaan ajang penghargaan (award) akandapat meningkatkan motivasi K/L untuk menyusunlaporan tahunan. Berikut ini adalah pendapatresponden 1:
“…Jadi kalo ada award kayak gitu kayaknya bisa
meningkatkan motivasi, bisa. Jadi tuh kadang-
kadang menurut kita benar ternyata oh ini masih
belum benar kan gitu kan, dengan adanya award gitu
kan kita bisa saling tukar informasi kalo menurut
saya, jadi kita terbuka aja harus bisa menerima
kritik, ini kurang bagus, kurang lengkap, atau kurang
rinci atau kurang apa nah mungkin dengan adanya
ajang2 seperti itu bisa lebih memperbaiki dan kalo
itu dilakukan dalam penyusunan ini kan jadi lebih
bagus ya semua KL jadinya mereka semua kan juga
termotivasi yah, kan pasti pengin dong masuk
diberita oh kementerian ini menang penyusunan
laporan tahunan itukan juga award nah kalo dapet
award itu kan juga mempengaruhi nilai loh, lagi-lagi
kesitu yah, kurang lebih itu…”
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5. KESIMPULAN DAN SARANSebagian besar (77,91%) K/L masih belumlaporan tahunan tingkat K/L. Hal ini terjadi karenabanyak K/L yang belum menyadari adanyakewajiban penyusunan laporan tahunan. Logikadominan yang berhasil dieksplorasi peneliti dariK/L yang menyusun laporan tahunan adalah
symbolic carriers di tingkat nasional yaitu adanyapandangan bahwa penyusunan laporan tahunanadalah suatu “kewajiban” yaitu untukmelaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Logikadominan tersebut bersifat multiple logics denganadanya tuntutan profesionalisme dari stakeholderdan adanya kesempatan untuk mendapatkaninsentif (remunerasi) lebih dari penerapanreformasi birokrasi. Dengan demikian, jikapemerintah memutuskan untuk meningkatkantransparansi dan akuntabilitas melalui penyusunanlaporan tahunan, pemerintah harus menyusunpayung hukum yang tegas yang mewajibkanpenyusunan laporan tahunan. Selain itu,pemerintah juga harus menanamkan kesadarankepada seluruh K/L untuk memenuhi hakmasyarakat atas keterbukaan informasi.Penyusunan laporan tahunan juga layak untukdijadikan sebagai salah satu indikator yang dinilaidalam pencapaian reformasi birokrasi yangberpengaruh pada tingkat remunerasi suatu K/L.Seluruh K/L yang menyusun laporan tahunantelah mengungkapkan informasi kinerja dalamlaporan tahunan mereka. Dengan demikian, laporantahunan K/L sebenarnya dapat menggantikankeberadaan LAKIP tahunan. Namun demikianterdapat beberapa alternatif keputusan yang dapatdilakukan oleh pemerintah yaitu membuatpedoman penyusunan LAKIP yang lebihkomprehensif, mewajibkan penyusunan laporantahunan dengan menghapuskan kewajibanpenyusunan LAKIP tahunan atau mewajibkanpenyusunan laporan tahunan dengan tidakmenghapus kewajiban penyusunan LAKIP tahunan.Dari sisi material carriers, tidak terbentuk
relational systems antar K/L dalam rangkapenyusunan laporan tahunan. Relational systemsyang terbentuk bersifat internal dan tidak terdapatpermasalahan terkait hal ini. Sementara itu, terkait
routines organisasi, keberadaan SOP dan adanyabudaya rapat rutin organisasi sangat mendukungdan memudahkan organisasi untuk dapatmenyusun laporan tahunan. Sedangkan terkait
artifacts, K/L menyatakan bahwa mereka tidakmenghadapi kendala dalam hal ini. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa untukmendorong K/L agar menyusun laporan tahunan,pemerintah harus mendorong seluruh K/L untukmenyusun SOP penyusunan laporan tahunan danmerekomendasikan agar seluruh K/L melakukanrapat koordinasi secara berkala untuk memantaudan meng-update progres kinerja.

Normative isomorphism terjadi di seluruh K/Lyang menjadi responden penelitian, sedangkan
coercive isomorphism dan mimetic isomorphismterjadi di 60% K/L. Dengan demikian, jikapemerintah ingin mendorong penyusunan laporantahunan oleh seluruh K/L, pemerintah harusmenanamkan pemahaman mengenaiprofesionalisme kepada seluruh K/L.  Selain itu,Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagairegulator seperti Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan-RB) dan Kementerian Informasi danKomunikasi (Kominfo) harus terus mendorong danmenyarankan seluruh K/L untuk melakukanpublikasi laporan tahunan. Disamping itu, untukmeningkatkan motivasi dan pengaruh mimetic
isomorphism dalam penyusunan laporan tahunan,pemerintah dapat melaksanakan ajangpenghargaan (award) laporan tahunan untukseluruh K/L.
6. IMPLIKASI DAN KETERBATASANBerdasarkan hasil temuan penelitian,pemerintah dapat mempertimbangkan berbagaialternatif keputusan. Jika diputuskan bahwapenyusunan laporan tahunan menjadi kewajibanbagi K/L, pemerintah harus mempersiapkanpayung hukum yang jelas dan pedomanpenyusunan yang terstandard. Selain itu,pemerintah juga harus mendorong setiap K/L untukmenyusun SOP internal dan untuk membudayakanrapat secara berkala. Di samping itu, pelaksanaanajang penghargaan laporan tahunan (award) jugapatut dipertimbangkan untuk meningkatkanmotivasi K/L dalam menyusun laporan tahunan.Keterbatasan dalam dalam penelitian inibahwasanya masih terdapat banyak kekurangankhususnya terkait dengan terbatasnya jumlahresponden. Untuk menyempurnakan penelitian ini,penelitian selanjutnya perlu menggunakan lebihbanyak responden. Selain itu, penelitian ini jugaterbatas pada penyusunan laporan tahunan tingkatK/L dan tidak menganalisis penyusunan laporantahunan pada tingkat Eselon I maupun Eselon II.Dengan demikian, untuk melengkapi penelitian ini,penelitian selanjutnya dapat dilakukan denganmengambil unit Eselon I dan Eselon II sebagai objekpenelitian.
PENGHARGAANPeneliti meyampaikan ucapan terima kasihyang sebesar-besarnya kepada seluruh respondenpenelitian yang telah meluangkan waktu danpikirannya untuk menjawab pertanyaan penelitiandi tengah kesibukan dan dinamika birokrasi yangsemakin padat. Selain itu, peneliti jugamenyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnyakepada Tim Jurnal Indonesian Treasury Review yangtelah memfasilitasi peneliti untuk menuangkan
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ILUSTRASI TABEL

Tabel 2. Tema Informasi Dan Tingkat Pengungkapan Pada Laporan Tahunan K/L

No Tema Informasi dalam Laporan Tahunan Jumlah dan % K/L yangmengungkapkanJumlah %1 Informasi Kinerja 19 100.00%2 Struktur Organisasi 15 78.95%3 Informasi Keuangan 12 63.16%4 Visi dan Misi 11 57.89%5 Tugas Pokok dan Fungsi 10 52.63%6 Informasi Penghargaan yang DiperolehOrganisasi 10 52.63%7 Profil Pimpinan 9 47.37%8 Informasi Reformasi Birokrasi 9 47.37%9 Manajemen SDM 9 47.37%10 Arah Kebijakan dan Strategi 8 42.11%11 Informasi Kerjasama Internasional 6 31.58%12 Laporan Keterbukaan Informasi Publik 5 26.32%13 Sistem Pengendalian Internal 5 26.32%14 Nilai-Nilai Dasar 4 21.05%15 Manajemen Teknologi Informasi 4 21.05%16 Penanganan Pengaduan (WistleblowingSystem) 3 15.79%17 Kaleidoskop Organisasi 2 10.53%18 Sejarah Organisasi 2 10.53%19 Manajemen Aset 2 10.53%20 Manajemen Risiko 1 5.26%21 Informasi Tanggung Jawab Sosial 1 5.26%22 Rencana Kegiatan Tahun Selanjutnya 1 5.26%Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan Tahunan K/L


